KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal

Surat Kabar

Halaman

: RUU Jabatan Hakim - Pakar : Tidak Perlu Dibahas
: Rabu, 30 Maret 2016

: Suara Karya

:5

.
b

Iiss

akar: T

JAKARTA (Suara Karya): Pe-
ngamat hukum tata negara,
Margarito Kamis memper-
tanyakan urgensi pemba-
hasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Jabatan Ha-
kim Yang menjadi prioritas
Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) tahun 2016.
Menurut dia, persoalan
jabatan hakim cukup diin-
tegrasikan ke Undang-
Undang Mahkamah Agung.

"Sejauhmana sih RUU
Jabatan Hakim dibahas.
Saya pikir kalau hanya
untuk jabatan hakim, tidak
perlu harus dibuat UU.
Karena, isinya paling 10
sampai 15 pasal. Tidak
banyak itu. Seharusnya,
kalau hanya menyangkut
jabatan hakim atau usia
hakim, kan bisa diinte-
grasikan ke UU MA," ujar
Margarito, saat menjadi
pembicara dalam Forum
Legislasi terkait pemba-
hasan RUU Jabatan Hakim,
di gedung DPR, Jakarta,
Selasa (29/3).

Hal terpenting, menurut
dia, seorang hakim harus
menjaga independensi nya.
Karena, ujarnya, kualitas
putusan yang dibuat seo-
rang hakim, tidak ada rele-
vansinya dengan usia atau
pun jabatannya.

"Yang kita buruh kan
saat ini, adalah peradilan
yang berjalan secara trans-
paran, adil, profesional,
cepat dan tepat. Tidak ber-
tele-tele, ribet, rumit dan
panjang. Contohnya di MA,
untuk satu keputusan per-
kara saja prosesnya harus
melalui 27 tahapan. Bukan-
kah itu bisa diperpendek?
Apalagi, kewibawaan hakim
itu ada pada indepen-
densinya, bukan proses-
nya," kata Margarito.

Dia juga menyarankan
agar Mahkamah Agung
membenahi managemen
perkara di tiap-tiap
tingkatan pengadilan,
swhingga bisa diaksws dan
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diketahu publik.

"Seperti halnya membeli
setiap barang di supermar-
ket, dimana harganya bisa
diketahui hanya dengan
mengklik komputer. Demi-
kian juga dengan putusan,
setiap putusan di pengadil-
an itu bisa diketahui pub-
lik. Baik dari proses sampai
keputusan akhirnya.
Karena disitulah kinerja
hakim itu bisa diketahui,"
ujarnya menambahkan.

Karena itu, kata Marga-
rito, kualitas dan kewibawa-
an hakim, selain ditentukan
oleh independensinya, juga
ditentukan dengan kecepat-
an dan ketepatan dalam
memutus perkara.

Pendapat berbeda,
disampaikan hakim agung
Gayus Lumbuun. Dia justru
mendukung langkah DPR
yang menyambut usulan
Komisi Yudisial tersebut.

Mantan anggota Komisi
III DPR dari Fraksi PDI Per-
juangan itu menyatakan
dukungannya terhadap
DPR yang meneruskan
pembahasan RUU Jabatan
Hakim.

Pasalnya, kata dia, ham-
pir semua negara memiliki
UU dimaksud. Khususnya
kedudukan hakim ad hoc di
pengadilan, hakim pengadil-
an militer, yang secara spe-
sifik sudah memiliki 8 UU
kemiliteran.

Sementara itu, anggota
Komisi III DPR, Arsul Sani
menegaskan, dalam RUU
Jabatan Hakim, setidaknya
ada tiga isu pokok. Yaitu
status profesi hakim, re-
kruitmen, promosi, mutasi
dan pengawasan hakim.
"Jadi, ada tiga isu pokok
dalam RUU Jabatan Hakim
yang akan dibahas oleh
Komisi III DPR RI. Itu, sete-
lah Komisi III DPR menda-
pat dorongan dari Komisi
Yudisial (KY), Forum Disku-
si Hakim Indoensia (FDHI),
pengadilan negeri dan lain-
lain," ujarnya. (gan)



